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Ketum PPP Temui Presiden PKS 
di Tengah Isu Reshuffl e Kabinet

JAKARTA (IM) - Ke tua 
Umum Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP) Suharso Mono-
arfa menyambangi kantor DPP 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
Rabu (14/4).  

Suharso dan rombongannya 
tiba sekitar pukul 16.55 WIB di 
DPP PKS, Jl TB Simatupang, 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 
dengan menumpang sebuah 
bus besar. Setiba di DPP PKS, 
Suharso terlihat memakai hand 
sanitizer. Setelah itu, dia masuk 
ke dalam ruangan disinfektan.

Sementara itu, Presiden PKS 

Ahmad Syaikhu  menyambut 
Suharso dan rombongan dari 
depan pintu masuk. Terlihat 
Sekretaris Jenderal PKS Aboe 
Bakar Al Habsyi juga berada di 
samping Syaikhu.

Seusai bersalaman, Syaikhu 
lantas mengajak Suharso masuk 
ke ruang pertemuan. Terlihat 
sejumlah elite PKS dan PPP 
lainnya telah berada di ruangan 
tersebut.

Selain itu, di lobi gedung 
DPP PKS, tampak beberapa 
meja bundar dan kursi. Beberapa 
kader PKS, seperti Mardani Ali 

Sera, terlihat duduk di salah satu 
meja bundar yang berada di lobi. 
Ada pula spanduk panjang ber-
tulisan ‘Silaturahim Kebangsaan 
PKS-PPP’. Di lobi tersebut juga 
disediakan panggung yang terli-
hat memuat empat buah kursi.

Pertemuan Syaikhu dan 
Suharso beserta jajaran berlang-
sung tertutup. Pertemuan ini 
sendiri digelar di tengah men-
guatnya isu reshuffl e kabinet..

PPP diketahui merupakan 
salah satu partai pendukung 
pemerintah, sementara PKS 
merupakan partai oposisi.  han

DPR Desak agar Uji Klinis 
Vaksin Nusantara Dilanjutkan
BPOM tidak mengeluarkan izin PPUK uji 
klinis fase kedua untuk vaksin Nusanta-
ra karena tidak memenuhi good manu-
facture practice (GMP). Kenapa dewan 
ngotot minta uji klinis dilanjutkan?

Presiden RI Bapak Jokowi sudah 
pernah memanggil Kemenkeu 
untuk membantu mewujudkan 
vaksin nusantara atau vaksin 
produk anak bangsa,” kata An-
sory. 

Hal senada disampaikan 
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ni-
hayatul Wafi roh. Ia mendorong 
pemerintah mendukung proses 
pengembangan vaksin Nusan-
tara dan vaksin Merah Putih yang 
dinilainya mengalami hambatan. 

Menurut Nihayatul, pan-
demi Covid-19 adalah ujian 
bagi Indonesia agar memiliki 
kedaulatan dan kemandirian di 
sektor kesehatan. 

“Oleh sebab itu, saya pribadi 
mendukung pimpinan DPR un-
tuk segera mengambil sikap 
DPR RI agar vaksin Nusantara 
ini segara ditindaklanjuti,” kata 
Nihayatul.

JAKARTA (IM) - Ken-
dati Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) belum 
mengeluarkan Persetujuan 
Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) 
fase kedua, namun Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) tetap 
mendesak pengembangan vaksin 
Nusantara dilanjutkan. 

Sementara, Kementerian 
Kesehatan telah menghentikan 
sementara penelitian vaksin atas 
permintaan RSUP dr Kariadi 
untuk melengkapi dokumen 

persyaratan dari BPOM. Ke-
mudian, desakan agar penelitian 
vaksin Nusantara dilanjutkan 
disampaikan sejumlah anggota 
DPR dalam Rapat Paripurna 
DPR ke-15 Masa Persidangan 
IV, Selasa (23/3).

Wakil Ketua Komisi IX DPR 
Ansory Siregar mengatakan, 
pemerintah harus mendukung 
pengembangan vaksin bua-
tan anak bangsa, yakni vaksin 
Nusantara dan vaksin Merah 
Putih. “Mengingat yang pertama, 
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Catatan :

1.  Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Super Energy Tbk (Perseroan) 
dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018  
serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember  2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan 
Publik Indonesia, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya 
tanggal 9 April 2021. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan 
konsolidasian.

2. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

3. Kurs yang digunakan untuk menyajikan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing ke dalam mata 
uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 14,105/ 
1 Dolar Amerika Serikat dan Rp Rp 13.901/ 1 Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2019.

Jakarta, 15 April 2021
PT SUPER ENERGY Tbk

Direksi

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2020 2019  1 Januari 2019/ 
 31 Desember 2018/ 

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas  490.203.564.632  1.237.069.312  13.498.926.951 
Piutang usaha - pihak ketiga - neto  25.907.914.768  15.863.284.202  21.963.806.583 
Piutang lain-lain

Pihak berelasi  30.303.385  264.647.001  2.297.196.894 
Pihak ketiga  1.769.698.352  254.655.340  665.862.053 

Persediaan  2.150.735.337  2.854.748.591  59.293.870 
Pajak dibayar dimuka  4.094.155.688  3.513.915.106  2.170.738.465 
Uang muka dan biaya dibayar dimuka  16.431.368.291  5.155.518.768  4.825.806.934 
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya  -  311.970.199.961  - 

Jumlah Aset Lancar  540.587.740.453  341.114.038.281  45.481.631.750 

ASET TIDAK LANCAR

Aset tetap - neto  553.130.060.330  568.780.032.005  554.228,494,184 
Taksiran tagihan pajak penghasilan  -  -  2,399,578,300 
Aset pajak tangguhan  105.694.958  69.812.029  11,459,275 
Aset lain-lain  173.000.000  -  24,002 

Jumlah Aset Tidak Lancar  553.408.755.288  568.849.844.034  556,639,555,761 

JUMLAH ASET 1.093.996.495.741  909.963.882.315  602,121,187,511

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga  36.931.703.459  44.168.759.604  31,546,178,775
Utang lain-lain

Pihak berelasi  3.867.926.603  3.867.926.603  3,872,027,829 
Pihak ketiga  723.732.913  4.396.246.072  434,932,781 

Utang pajak  4.981.012.959  10.422.894.554  4,026,982,966 
Beban akrual  9.344.707.117  8.004.950.071  2,409,924,063 
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh

tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank  2.078.452.836  2.078.452.836  - 
Utang pembiayaan konsumen     438.913.727  2.677.210.365  3,120,963,743 
Liabilitas sewa  13.474.686.899  20.033.900.128  20,976,277,855 

Pinjaman kepada pihak ketiga   -  602.802.258.143  354,732,287,025 
Uang muka penjualan  5.058.491.342  2.786.016.357  2,194,364,899 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  76.899.627.855  701.238.614.733  423,313,939,936

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang lain-lain pihak berelasi  74.770.823.157  33.382.708.473  20,188,194,746 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  8.465.363.000  7.645.086.000  4,059,178,000 
Liabilitas pajak tangguhan - neto  10.698.989.705  20.239.805.136  15,827,432,306 
Liabilitas jangka panjang setelah

dikurangi jatuh tempo dalam waktu
satu tahun
Utang bank  4.849.723.245  6.928.176.081  - 
Utang pembiayaan konsumen  392.784.975  218.512.082  2,741,260,414 
Liabilitas sewa  7.604.047.000  16.638.063.165  20,789,953,955 

Surat utang jangka menengah  306.000.000.000   -  - 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  412.781.731.082  85.052.350.937  63,606,019,421

JUMLAH LIABILITAS  489.681.358.937  786.290.965.670  486,919,959,357

EKUITAS

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal saham

Modal dasar - 3.840.000.000 saham 
dengan nilai nominal Rp 100 per saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh -
1.497.576.771 saham dengan
nilai nominal Rp 100 per saham  149.757.677.100  149.757.677.100  149,757,677,100 

Tambahan modal disetor  27.920.077.157  31.138.864.678  31,138,864,678 

Proforma ekuitas dari transaksi
restrukturisasi entitas sepengendali   -  (106.407.559)  (346,329,353)

Selisih transaksi kepentingan non-pengendali  (15.564.062.726)  (15.564.062.726)  (15,564,062,726)
 (85.290.429.222)  (65.724.150.178)  (74,337,605,064)

Penghasilan komprehensif lain  24.259.243.573  23.974.953.519  24,367,381,429 

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk  101.082.505.882  123.476.874.834  115,015,926,064 

Kepentingan non-pengendali  503.232.630.922  189.137.366  185,332,774 

Proforma kepentingan nonpengendali
dari transaksi kombinasi bisnis entitas
sepengendali   -  6.904.445  (30,684)

JUMLAH EKUITAS  604.315.136.804  123.672.916.645  115,201,228,154

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.093.996.495.741  909.963.882.315  602,121,187,511

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2020 2019

PENDAPATAN  USAHA  335.556.251.700  291.628.419.044 

BEBAN POKOK PENDAPATAN (219.811.513.461) (158.651.647.481)

LABA BRUTO  115.744.738.239  132.976.771.563 

Beban umum dan administrasi  (81.649.924.313)  (76.490.527.661)
Laba selisih kurs dan penghasilan lainnya - neto  7.668.034.881  14.535.594.223 

LABA USAHA  41.762.848.807  71.021.838.125 

Beban keuangan  (75.514.860.151)  (55.634.345.157)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN  (33.752.011.344)  15.387.492.968 

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – NETO  8.056.856.677  (6.568.105.977)

LABA (RUGI) SETELAH DAMPAK TRANSAKSI
KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI  (25.695.154.667)  8.819.386.991 

RUGI PRA-AKUISISI DARI DAMPAK TRANSAKSI
KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI  (3.178.636.834)   - 

LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI 
KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI   -  201.856.923 

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  (22.516.517.833)  8.617.530.068 

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Pengukuran kembali dari liabilitas 
imbalan kerja jangka panjang  447.533.000  (523.598.000)
Pajak terkait  (98.457.260)  130.899.500 

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain
Setelah Dampak Transaksi Kombinasi Bisnis
Entitas Sepengendali  349.075.740  (392.698.500)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF  (22.167.442.093)  8.224.831.568 

JUMLAH LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk  (19.566.279.044)  8.613.454.886 
Kepentingan  non-pengendali  (2.950.238.789)  4.075.182 

JUMLAH  (22.516.517.833)  8.617.530.068 

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk  (19.281.988.990)  8.221.026.978 
Kepentingan  non-pengendali  (2.885.453.103)  3.804.592 

JUMLAH  (22.167.442.093)  8.224.831.570 

Laba (Rugi) per saham dasar yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas Induk  (13)  6 

Laporan Arus Kas Konsolidasian 
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2020 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan  327.784.096.119  302.005.592.883 
Pembayaran kas kepada : 

Pemasok  (172.546.347.774)  (104.749.513.675)
Karyawan  (56.761.072.711)  (46.913.348.840)
Lainnya  (28.436.812.777)  (24.322.750.971)

Kas yang dihasilkan dari operasi  70.039.862.857  126.019.979.397 
Pembayaran biaya keuangan  (63.218.957.086)  (26.383.374.911)
Pembayaran pajak penghasilan  (2.049.631.429)  (1.395.087.109)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi  4.771.274.342  98.241.517.377 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Hasil penjualan aset tetap  88.000.000  21.532.951.635 
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain  234.343.616  1.131.351.492 
Perolehan aset tetap  (43.217.831.568)  (50.704.368.297)

  
Arus Kas Bersih yang Digunakan  untuk Aktivitas Investasi  (42.895.487.952)  (28.040.065.170)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan setoran modal entitas non pengendali  506.048.299.086  - 
Penerimaan utang bank jangka panjang  -  10.334.920.036 
Penerimaan utang jangka menengah  306.000.000.000  - 
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga  (610.549.300.188)  (53.962.375.642)
Pembayaran liabilitas sewa  (25.689.250.365)  (24.646.738.125)
Pembayaran utang bank jangka panjang  (2.078.452.836)  (1.328.291.119)
Penurunan utang kepada pihak berelasi  41.388.114.684  (4.101.226)
Penerimaan atas penambahan pinjaman
      kepada pihak ketiga-neto  -  299.095.567.300 

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari 
Aktivitas Pendanaan  215.119.410.381  229.488.981.224 

KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK  176.995.196.771  299.690.433.431 

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN  313.207.269.273  13.475.736.939 

Dampak penyesuaian proforma dari transaksi
kombinasi bisnis entitas sepengendali  -  44.085.631 

Pengaruh perubahan kurs 
mata uang asing  1.098.588  (2.986.728)

KAS DAN BANK DAN KAS DI BANK YANG
DIBATASI PENGGUNAANNYA
PADA AKHIR TAHUN  490.203.564.632  313.207.269.273 

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN
Kas dan bank dan kas di bank yang dibatasi

penggunaannya terdiri dari:
Kas dan bank  490.203.564.632  1.237.069.312 
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya  -  311.970.199.961 

Jumlah kas dan bank dan kas di bank yang
dibatasi penggunaannya  490.203.564.632  313.207.269.273 

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

 Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal Saham Tambahan 
Modal Disetor

Selisih 
Transaksi 

Kepentingan
Non-pengendali

Penghasilan Komprehensif 
Lainnya Proforma 

Ekuitas dari
Transaksi 
Kombinasi

Bisnis Entitas 
Sepengendali

Saldo Laba Jumlah

Proforma 
Kepentingan

Nonpengendali 
dari

Transaksi 
Kombinasi

Bisnis Entitas
Sepengendali

Kepentingan 
Non-

pengendali
Jumlah EkuitasSelisih 

Penjabaran

Akumulasi atas 
Keuntungan 
(Kerugian) 
Liabilitas 

Imbalan Kerja

Saldo 1 Januari 2018 96.000.000.000 51.578.854.657 (15.564.062.726)  24.303.033.334  120.059.816  -  46.087.805.049)  110.350.080.032  -  209.752.879  110,559,832,911 
Rugi Komprehensif

Rugi neto tahun berjalan  -  -  -  -  -  -  (28.249.800.015)  (28.249.800.015)  -  (24.500.576)  (28,274,300,591)
Rugi komprehensif lain  -  -  -  -  (55.711.721)  -  -  (55.711.721)  -  80.471  (55,631,250)

Jumlah rugi komprehensif  -  -  -  -  (55.711.721)  - (28.249.800.015)  (28.305.511.736)  -  (24.420.105) (28,329,931,841)
Transaksi dengan pemilik

Penambahan setoran modal saham melalui
penawaran  umum perdana  53.757.677.100  -  -  -  -  -  -  53.757.677.100  -  -  53,757,677,100 

Penambahan (penurunan) tambahan
melalui penawaran umum
modal disetor melalui penawaran umum perdana:

Masyarakat  13.200.000.000  -  -  -  -  -  13.200.000.000  -  -  13,200,000,000 
Mandatory convertible bond  -  (29.757.677.100)  -  -  -  -  -  (29.757.677.100)  -  -  (29,757,677,100)
Biaya emisi saham  -  (3.882.312.879)  -  -  -  -  -  (3.882.312.879)  -  -  (3,882,312,879)

Jumlah transaksi dengan pemilik  53.757.677.100 (20.439.989.979)  -  -  -  -  -  33.317.687.121  -  -  33,317,687,121 
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018
sebelum penyajian kembali  149.757.677.100  31.138.864.678 (15.564.062.726)  24.303.033.334  64.348.095  - (74.337.605.064)  115.362.255.417  -  185.332.774  115,547,588,191 

Proforma ekuitas dari transaksi  -  -  -  -  -   -  -  -  -  - 
kombinasi  bisnis entitas  sepengendali   -  -  -  -  (346.329.353)  -  (346.329.353)  (30.684)  -  (346,360,037)

Saldo 1 Januari 2019 setelah dampak
penyesuaian proforma  149.757.677.100  31.138.864.678  (15.564.062.726)  24.303.033.334  64.348.095  (346.329.353)  (74.337.605.064)  115.015.926.064  (30.684)  185.332.774  115.201.228.154 

Transaksi dengan pemilik
Setoran modal saham  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Penambahan modal  atas proforma 

dari transaksi entitas sepengendali  -  -  -  -  -  45.000.000  -  45.000.000  -  -  45.000.000 
Laba proforma dari transaksi kombinasi bisnis

entitas sepengendali  -  -  -  -  -  194.921.794  -  194.921.794  6.935.129  -  201.856.923 
Total rugi komprehensif tahun berjalan

 sebelum dampak penyesuaian proforma
 Penghasilan neto tahun berjalan  -  -  -  -  -  -   -  -  -  - 

Jumlah transaksi dengan pemilik  -  -  -  -  -  239.921.794  -  239.921.794  6.935.129  -  246.856.923 
Laba Komprehensif

Laba neto tahun berjalan  -  -  -  -  -  -  8.613.454.886  8.613.454.886  -  4.075.182  8.617.530.068 
Laba komprehensif lain  -  -  -  -  (392.427.910)  -  -  (392.427.910)  -  (270.590)  (392.698.500)

Jumlah laba komprehensif  -  -  -  -  (392.427.910)  -  8.613.454.886  8.221.026.976  -  3.804.592  8.224.831.568 
Saldo 31 Desember 2019  149.757.677.100  31.138.864.678 (15.564.062.726)  24.303.033.334  (328.079.815)  (106.407.559) (65.724.150.178)  123.476.874.834  6.904.445  189.137.366  123.672.916.645 
Penambahan modal atas proforma dari 

transaksi entitas sepengendali  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rugi pra-akuisisi dari dampak transaksi 

bisnis entitas sepengendali  -  -  -  -  -  (3.178.636.834)  -  (3.178.636.834)  -  -  (3.178.636.834)
Dampak kombinasi bisnis entitas sepengendali  -  (3.373.703.928)  -  -  -  3.285.044.393  -  (88.659.535)  (6.904.445)  35.563.980  (60.000.000)
Setoran modal entitas non pengendali  -  154.916.407  -  -  -  -  -  154.916.407  -  505.893.382.679  506.048.299.086 
Laba Komprehensif

Laba neto tahun berjalan  -  -  -  -  - (19.566.279.044) (19.566.279.044)  -  (2.950.238.789) (22.516.517.833)
Laba komprehensif lain  -  -  -  -  284.290.054  -  -  284.290.054  -  64.785.686  349.075.740 

Jumlah laba komprehensif  -  (3.218.787.521)  -  -  284.290.054  106.407.559  19.566.279.044)  22.394.368.952)  (6.904.445)  503.043.493.556  480.642.220.159 
Saldo 31 Desember 2020  149.757.677.100  27.920.077.157 (15.564.062.726)  24.303.033.334  (43.789.761)  - (85.290.429.222)  101.082.505.882  -  503.232.630.922  604.315.136.804 

Bahkan, Wakil Ketua DPR 
Sufmi Dasco Ahmad meminta 
Komisi IX mempelajari keharu-
san BPOM untuk mengeluarkan 
PPUK terkait vaksin Nusantara. 
Dasco mengatakan, proses uji 
klinis vaksin Nusantara seharus-
nya dapat berjalan mulus, seperti 
jenis vaksin buatan negara lain 
saat menjalani proses uji klinis 
di Indonesia.

“Tolong pelajari lagi aturan-
nya bahwa memang tidak ada ke-
tentuan, tidak ada keharusan, dan 
tidak ada aturannya itu BPOM 
mengeluarkan izin PPUK. Coba 
dilihat lagi,” ucap Dasco dalam 
menanggapi interupsi pimpinan 
Komisi IX. 

Sementara itu, anggota 
Komisi IX DPR dari Fraksi PKS 
Netty Prasetiyani mengingatkan, 
pengembangan vaksin Nusan-
tara harus berjalan sesuai dengan 
standar ilmiah yang berlaku. Ia 
meminta proses pengembangan 
vaksin Nusantara tidak buru-
buru guna menghindari dampak 
buruk ke depannya.

Akan tetapi, ia juga mengin-
gatkan agar jangan ada persepsi 
pengembangan vaksin buatan 
dalam negeri dipersulit. “Jika kita 
dapat mengembangkan produksi 
dalam negeri yang lebih bagus 
dan lebih murah, mengapa tidak 
didukung?” kata Netty. 

Kepala BPOM Penny Lukito 
telah mengungkap alasan belum 
mengeluarkan izin PPUK uji 
klinis fase kedua. Sebab BPOM 
menemukan kejanggalan dalam 
uji klinis fase I vaksin Nusantara.

Dalam rapat kerja dengan 
Komisi IX DPR pada Ka-
mis (8/4) lalu, Penny men-
gatakan, vaksin Nusantara tidak 

memenuhi good manufacture 
practice (GMP), karena tidak 
dilakukan validasi dan stan-
dardisasi sehingga alat ukurnya 
tidak terkalibrasi. 

 Kemudian, konsep vaksin 
dari sel dendritik juga tidak 
memenuhi GMP karena dilaku-
kan di tempat terbuka. Padahal, 
vaksin Covid-19 harus steril 
karena akan disuntikkan ke tu-
buh manusia. “Artinya harus 
ada validasi yang membuktikan 
produk tersebut sebelum dima-
sukkan lagi ke subjek, itu steril 
dan tidak terkontaminasi itu yang 
ada beberapa tahapan yang tidak 
dipenuhi,” kata Penny.

Selain itu, Penny menyebut 
tim peneliti vaksin Nusantara 
tidak mampu menjelaskan kon-
sep dari vaksin tersebut, apakah 
seperti terapi atau pelaksanaan 
vaksinasi pada umumnya. 

“Konsepnya sendiri belum 
valid, data-datanya juga ma-
sih belum lengkap untuk bisa 
menjelaskan konsep dari vaksin 
yang disebut dengan vaksin nu-
santara ini,” ujarnya. 

Kendati belum mengan-
tongi izin dari BPOM, uji klinis 
fase II vaksin Nusantara tetap 
dilanjutkan. Sejumlah anggota 
Komisi IX DPR dijadwalkan 
menjadi relawan uji klinis pada 
Rabu (14/4). 

“Bukan hanya sekedar jadi 
relawan ya, orang kan pasti mem-
punyai keinginan untuk sehat 
kan. Kalau untuk massal kan 
nanti prosesnya di BPOM tapi 
kalau per orang kan bisa menen-
tukan yang diyakini benar untuk 
dia,” kata Wakil Ketua Komisi 
IX DPR Melki Laka Lena saat 
dihubungi, Selasa (13/4).  han

IDN/ANTARA 

GUBERNUR JATIM KUNJUNGI KORBAN GEMPA DI BLITAR
Gubernur Jatim Khoififah Indar Parawansa 
(Kanan) memberikan bantuan alat tulis kepada 
sejumlah anak korban gempa saat berkunjung 
di salah satu desa terdampak gempa di Desa 
Tepas Kecamatan Kesamben, Blitar, Jawa Timur, 
Rabu (14/4). Selain melihat kondisi kerusakan 
rumah warga didearah tersebut, Gubernur Jatim 
Khofi fah Indar Parawansa juga meninjau posko 
pemulihan psikososial pasca bencana bagi anak-
anak korban gempa.

JAKARTA (IM) - Ketua 
Umum  PAN  Zukifl i Hasan 
(Zulhas) mengkritik kebijakan 
pemerintah soal kebijakan im-
por beras.

“Saudara-saudara sekalian 
yang saya cintai Ramadhan dan 
Lebaran tahun ini tidak jauh 
dari waktu panen raya nasional, 
waktu yang baik seharusnya 
bisa memberikan keuntungan 
tersendiri untuk para petani. Tapi 
sayang di tengah situasi panen 
raya tersebut ada pihak-pihak 
yang menghembuskan isu impor 
beras, membuat harga gabah an-
jlok dan petani terancam rugi,” 
kata Zulhas, dalam pidatonya 
yang ditayangkan di akun You-
Tube pribadinya, Rabu (14/4).

“Presiden segera merespons 
isu ini dan memastikan tidak ada 
impor beras hingga Juni 2021 
mendatang. Sebab, stok perda-
gangan beras nasional yang di 
Bulog masih aman, tetapi sayang 

harga gabah terlanjur berpenga-
ruh akibat isu impor ini harganya 
menjadi jatuh,” lanjutnya.

Zulhas miris melihat kes-
ejahteraan rakyat yang tidak kun-
jung selesai dengan kebijakan 
pangan yang carut-marut terse-
but. Dia lantas menyinggung 
kebijakan impor tersebut berasal 
dari ‘para pemburu rente’ yang 
hanya menguntungkan pribadi.

“Akibatnya, kesejahteraan 
rakyat menjadi PR Lama yang 
tidak kunjung usai, kebijakan 
impor saya kira muncul dari 
perilaku para pemburu rente 
yang memaksakan adanya pemb-
uru impor untuk terus langgeng 
di Indonesia, para pemburu 
rente ini mencari keuntungan 
sesaat dan rela mengorbankan 
nasib rakyat kecil, nasib petani, 
nasib kita di kemudian hari 
apakah ini buah dari sistem 
demokrasi yang high cost yang 
mahal?,” ujarnya. han

Ketum PAN Zulkifl i Hasan Kritik 
Soal Kebijakan Impor Beras


